[image: image1.jpg]Q2

UNESA

Universitas Negeri Surabaya







ANALISIS YURIDIS PUTUSAN 5/PDT.G/2019/PN.POL TENTANG SENGKETA KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH BERDASARKAN KEKUATAN PEMBUKTIAN PIHAK BERSENGKETA
Maulida Indah Sari
(Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

maulidasari16040704005@mhs.unesa.ac.id 
Tamsil
(Prodi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

tamsil@unesa.ac.id 
Abstrak

Sengketa kepemilikan hak atas tanah yang diajukan oleh penggugat sebagai pemilik tanah yang disebabkan karena perbuatan para tergugat yang awalnya sebagai petani penggarap kemudian mengakui objek sengketa adalah miliknya. Objek sengketa tersebut diatasnya terdapat dua (2) Sertipikat Hak Milik yang menyebabkan ketidakpastian hukum akan kepemilikan hak atas tanah objek sengketa tersebut. Berdasarkan Pasal 163 Herziene Inland Reglement (HIR) tentang beban pembuktian bagi pihak yang mengemukakan peristiwa atau membantah peristiwa, maka pihak tersebut harus membuktikan peristiwa atau bantahannya dalam persidangan. Pembuktian dilakukan oleh para pihak untuk meyakinkan hakim atas kebenaran dalil yang dikemukakan. Tujuan dari penulisan ini untuk menganalisis pertimbangan hakim tentang hukumnya pada Putusan nomor : 5/Pdt.G/2019/PN.Pol dan akibat hukum dari kekuatan pembuktian para pihak yang bersengketa pada perkara ini. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum dikumpulkan yang kemudian di analisis guna menjawab permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian ini yaitu adanya tambahan terhadap pertimbangan hakim. Dimana hakim dalam pertimbangannya belum lengkap mengenai kekuatan pembuktian para pihak, apabila dilihat dari sistem pendaftaran tanah dengan melihat sistem publikasinya. Selain itu, pada perkara ini merupakan perkara yang diselesaikan dengan gugatan perdata di pengadilan umum. Maka, terhadap Sertipikat Hak Milik yang tidak berhak dibatalkan berdasarkan putusan akhir. Pembatalan tersebut dapat dilakukan atas dasar putusan akhir tersebut, dengan mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional agar sertipikat nomor sekian dinyatakan tidak berkekuatan hukum.
Kata Kunci : Putusan, Sengketa, Kekuatan Pembuktian.
Abstract

The land rights dispute filed by the plaintiff as the owner of the land was caused by the actions of the defendants who were originally cultivators and then admitted that the object of the dispute was his. There are two objects of dispute above, there are two (2) Ownership Certificates which cause legal uncertainty regarding ownership of land rights over the object of dispute. Based on Article 163 Herziene Inland Reglement (HIR) regarding the burden of proof for parties who events or deny events, that party must prove the event or its rebuttal in court. Evidence is carried out by the parties to convince the judge of the truth of the arguments put forward. The purpose of this paper is to analyze the judges' considerations regarding the law in the decision number: 5/Pdt.G/2019/PN.Pol and the legal consequences of the evidentiary power of the disputing parties in this case. This research is a normative juridical study using a statutory approach, conceptual approach, and case approach. Legal materials are collected which are then analyzed to answer the problems under study. The result of this research is that there is an addition to the judge's consideration. Where the judge in his consideration is incomplete regarding the power of proof of the parties when viewed from the land registration system by looking at the publication system. Also, this case is a case that is settled by a civil suit in a general court. So the Certificate of Ownership is not entitled to be canceled based on the final decision. The cancellation can be made based on the final decision, by applying to the National Land Agency so that such a certificate number is declared not legally binding.
Keywords: Decision, Dispute, Power of Evidence.
PENDAHULUAN
Manusia dengan tanah adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena kehidupan manusia tidak bisa lepas dari tanah. Tanah menghasilkan banyak manfaat, menyebabkan banyak pula orang-orang yang ingin menguasai tanah.   Sesuai dengan amanat konstitusi yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang berbunyi : “Bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. 

Dalam hal negara menguasai tersebut,  kemudian diturunkan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
Hak menguasai tanah dimiliki oleh negara, dengan diberinya wewenang yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA untuk :
a. “Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan dan penggunaan, persediaan dan memelihara bumi, air, dan ruang angkasa tersebut;

b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air, dan ruang angkasa.”

Atas dasar negara menguasai tersebut kemudian ditentukan macam-macam hak atas tanah untuk memberi kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat berdasarkan Pasal 16 Ayat (1) UUPA yaitu hak milik; hak guna usaha; hak guna bangunan; hak pakai; hak sewa; hak membuka tanah; hak memungut hasil hutan. Melalui adanya hak-hak atas tanah tersebut negara menjamin dan menghormati hak atas tanah yang diberikan kepada warga negaranya.

Berdasarkan banyak macam hak atas tanah tersebut, hak milik merupakan hak yang mutlak, tidak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat. Pengertian hak milik diatur pada Pasal 20 ayat (1) UUPA yang berbunyi : “Hak milik adalah hak turun-menurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengungat ketentuan dalam pasal 6.”
Maksud dari hak turun-menurun yakni hak milik atas tanah tidak hanya melekat pada seseorang pemegang hak selama hidupnya saja, melainkan apabila terjadi peristiwa hukum seperti meninggalnya pemegang hak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya (Sutedi 2009). Kata terkuat dan terpenuh berdasarkan Penjelasan Pasal 20 UUPA, bermakna untuk menunjukkan perbedaan antara hak milik atas tanah dengan hak-hak atas tanah lainnya seperti adanya wewenang kepada pemegang hak milik atas tanah untuk menggunakan tanahnya.

Tanah merupakan benda tidak bergerak atau benda tetap karena sifatnya. Tanah tidak dapat dipindah-pindahkan, yang dapat dipindah-pindahkan atau berpindah ialah hak-hak atas sebidang tanah. Pemindahan atau  peralihan hak atas tanah ini harus dibuktikan dengan akta otentik (Sangsun 2007). Berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UUPA yang berbunyi “Hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain”. Hak milik atas tanah sama seperti hak-hak lainnya dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain
Peralihan hak atas tanah dibuktikan dengan sertipikat. Sertipikat sesuai dengan Pasal 19 ayat (1) UUPA, merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti kepemilikan yang kuat. Semua keterangan yang tercantum dalam sertipikat mempunyai kekuatan hukum dan harus diterima oleh hakim sebagai keterangan yang sepanjang tidak ada bukti lain yang dapat membuktikan sebaliknya (Sutedi 2014). Sertipikat merupakan salinan buku tanah, untuk mendapatkan bukti kepemilikan tersebut pemilik tanah harus mendaftarkan tanahnya dikantor pertanahan.

Berdasarkan pengertian pendaftaran tanah yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997, pendaftaran tanah mempunyai unsur-unsur didalamnya yaitu adanya serangkaian kegiatan, dalam hal serangkaian kegiatan menunjukan kepada adanya berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah yang berkaitan satu dengan yang lain (Lubis and Lubis 2008). Pendaftaran tanah menghasilkan suatu sertipikat hak atas tanah yang dapat menjadi bukti kepemilikan yang bekekuatan hukum. 

Pendaftaran tanah merupakan teknis untuk suatu record (rekaman) yang menunjukkan luas, nilai, kepemilikan terhadap suatu bidang tanah secara berkesinambungan (Parlindungan 1994). Dengan demikian penerbitan sertipikat hak atas tanah dilakukan dengan memeriksa rekaman terlebih dahulu  terkait data fisik dan data yuridis dalam buku tanah. 
Rekaman tersebut dibagi menjadi 2 yaitu, rekaman hak yang dijamin oleh pemerintah tentang kebenaran infomasinya terkait peta pendaftaran, daftar tanah, surat ukur, buku tanah (Harsono 2007). Ada pula rekaman akta yang tergantung dari mana akta tersebut diperoleh dan menjadi tanggung jawab para pihak seperti akta jual beli, hibah, surat warisan , dan lainnya (Indiraharti 2009). Hal tersebut diperlukan agar penerbitan sertipikat tidak tumpang tindih atau terdapat dua (2) sertipikat atau lebih di atas satu (1) bidang tanah.

Sistem Pendaftaran tanah yang dianut Indonesia adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Hal ini dapat diketahui dari ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Huruf c, yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat (Harsono 2002). Pemberian surat tanda bukti hak tersebut dimaksudkan agar pemegang hak dapat dengan mudah membuktikan haknya. Alat pembuktian yang kuat bukan berarti mutlak yang berarti pemilik terdaftar dapat digugat, karena hukum tidak melindungi secara mutlak.

Permasalahan pertanahan yang terjadi menyebabkan hal yang tidak diinginkan antara pemilik dengan pemerintah, antara pemilik dengan orang yang menguasi di atas tanah tersebut. Seperti halnya kasus dalam pembahasan penelitian ini dimana perkara dalam putusan nomor: 5/Pdt.G/2019/PN.Pol merupakan sengketa kepemilikan hak atas tanah, yang dimana terdapatnya penerbitan yang tumpang tindih terhadap sertipikat hak milik atas tanah.
Sengketa tersebut terjadi atas suatu objek sengketa sebidang tanah sawah 3 petak seluas ± 3596m2 yang terletak di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Sengketa ini antara pemilik tanah Rusdia sebagai Penggugat melawan petani penggarap Syamsuddin sebagai Tergugat I dan M. Ali. Taha sebagai tergugat II. 

Berdasarkan Pasal 584 KUHPerdata sebagai pelaksana dari asas nemo plus iuirus in alium transferre potest quam ipse habet, bahwa tidak seorangpun yang dapat menyerahkan hak-haknya kepada orang lain lebih banyak dari hak yang dimilikinya dan wewenang menguasai adalah hak untuk mengalihkan dan menjaminkan kekayaan sehingga seorang pemilik berwenang menguasai dan seorang yang bukan pemilik tentu tidak memiliki hak untuk mengalihkan dan menjaminkan tanah objek sengketa. Pada perkara ini norma tersebut ditafsirkan berbeda oleh para pihak sesuai keinginannya masing-masing, sehingga memicu terjadinya konflik.

Terkait penerbitan sertipikat yang menyebabkan ketidakpastian hukum akan kepemilikan hak atas tanah. Objek Sengketa tersebut diatasnya terdapat dua (2) Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik No. 162 Surat Ukur : 290/1982 tanggal 5 Januari 1982 dengan luas ± 3.596m2  atas nama Samsu dan Sertipikat Hak Milik No. 481 Surat Ukur 65/Mirring/2010 tanggal 9 Juli 2010 dengan luas ± 3.398m2 atas nama Syamsuddin. Tanggung jawab akan kelengkapan berkas hak ada pada pihak-pihak yang bersengketa, maka perlu adanya pembuktian untuk mengetahui pihak mana yang berhak atas tanah tersebut. Pembuktian merupakan bagian dari persidangan, untuk mencari dan mewujudkan kebenaran. 

Berdasarkan Pasal 163 HIR apabila salah satu pihak mengemukakan peristiwa atau membantah peristiwa, maka pihak tersebut harus membuktikan peristiwa atau bantahannya dalam persidangan (Butarbutar 2010). Beban pembuktian ini dibagi kepada penggugat untuk membuktikan gugatannya, dan kepada tergugat untuk membuktikan bantahannya. Pembuktian dilakukan oleh para pihak untuk meyakinkan hakim atas kebenaran dalil yang dikemukakan. Dalam pembuktian para pihak dapat mengajukan alat bukti seperti alat bukti surat/tertulis yang meliputi akta maupun bukan akta, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah.

Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah yakni :

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Pol dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah berdasarkan kekuatan pembuktian para pihak yang bersengketa?

2. Bagaimana akibat hukum dari kekuatan pembuktian para pihak yang bersengketa pada putusan nomor : 5/Pdt.G/2019/PN Pol?

METODE
Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, yang meneliti hukum dari prespektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum (Pasek Diantha 2016). Penelitian ini menganalisis secara normatif pertimbangan hakim pada putusan nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Pol, dengan isu hukum konflik antar para pihak karena norma Pasal 584 KUHPerdata yang ditafsirkan berbeda oleh para pihak sesuai dengan kepentingannya masing-masing. Sengketa antar pihak ini termasuk konflik karena memang tidak memungkinkan yang awalnya sebagai petani penggarap dapat mengalihkan hak atas tanah. Hal tersebut menyebabkan terdapat 2 (dua) sertipikat hak milik diatas satu tanah, berdasarkan Pasal 163 HIR tentang kekuatan pembuktian melihat bagaimana para pihak membuktikan klaimnya masing-masing. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (statute aproach), Pendekatan Konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan Kasus (case approach). Bahan hukum  terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain UUD NRI 1945, KUHPerdata, RIB/HIR, UUPA, PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Agraria/Kepada Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Pol. 
Bahan hukum sekunder diperoleh melalui karya ilmiah dalam bentuk jurnal, buku, skripsi yang memuat doktrin maupun konsep yang relevan. Teknik pengumpulan bahan hukum terhadap bahan hukum primer dilakukan dengan pendekatan Perundang-undangan (statute aproach), dan Pendekatan Kasus (case approach). Sedangkan, bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dengan studi kepustakaan (library research), dan penelusuran melalui media internet.
Teknik pengolahan menggunakan teknik analisis, yaitu dengan metode preskripsi. Penelitian menggunakan metode preskripsi bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan fakta yang ada (Ibrahim 2006). Analisis dilakukan terhadap isi Putusan Pengadilan Negeri Polewali Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN.Pol yang selanjutnya diuraikan dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis menjawab isu hukum yang diteliti.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Kasus Posisi

Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN.Pol Pengadilan Negeri Polewali memuat perkara perdata mengenai objek sengketa terkait sebidang tanah sawah 3 petak luas petak 1 ± 13 are, luas petak 2 ± 12 are, luas petak 3 ± 10 are. Luas seluruhnya ± 3596m2 yang terletak di Dusun Silopo, Desa Mirring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Pengajuan gugatan diajukan Rusida selaku Penggugat, ke Pengadilan Negeri Polewali tersebut pada pokoknya disebabkan karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan Syamsuddin selaku Tergugat I dan H. Muh. Ali Taha selaku Tergugat II atas tanah objek sengketa milik Penggugat yang telah dikuasai tanpa alas hak yang sah oleh Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan tanah objek sengketa milik Penggugat merupakan tanah warisan dari Alm. Samsu (suami dari Penggugat).

Atas objek sengketa tersebut diatasnya terdapat dua Sertipikat Hak Milik yaitu Sertipikat Hak Milik No. 162 Surat Ukur : 290/1982 tanggal 5 Januari 1982 dengan luas ± 3596m2  atas nama Samsu dan Sertipikat Hak Milik No. 481 Surat Ukur 65/Mirring/2010 tanggal 9 Juli 2010 dengan luas ± 3398m2 atas nama Syamsuddin. 
Penggugat telah mengajukan gugatan, bahwa Penggugat pada tanggal 15 April 1968 telah menikah dengan lelaki bernama Samsu di Dusun Silopo, Desa Miring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar dibuktikan dengan fotocopy surat nikah sebagaimana petikan buku pendaftaran nikah nomor 89/41/IV/1968.

Bahwa dalam masa perkawinannya Penggugat dan suaminya Samsu membeli sebidang tanah sawah pada tahun 1976 dari seseorang bernama Paddara. Sebidang tanah sawah 3 petak dengan luas seluruhnya ± 3596m2 yang terletak di Dusun Silopo, Desa Miring, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar.

Bahwa pada tahun 1992 Samsu meninggal dunia yang dibuktikan dengan fotocopy surat kematian nomor 472.12/217/XII/Kel.Plw/2018. Sejak meninggalnya Samsu, tanah sawah tersebut digarap oleh Tergugat I dengan izin dari Penggugat. Atas kerjasama tersebut hasil dari tanah sawah dibagi dua, setengah untuk Penggugat sebagai pemilik, dan setengah untuk Tergugat I sebagai petani penggarap, pembagian tersebut berjalan sejak tahun 1992 sampai 2010.

Pada tahun 1997 rumah Penggugat yang terletak di Jalan Bahari nomor 13 Kecamatan Binuang, Polewali mengalami kebakaran. Kebakaran tersebut menghanguskan surat-surat berharga termasuk Sertipikat Hak Milik No. 16 atas nama Samsu yang dibuktikan dengan fotocopy surat keterangan hilang nomor SKH/27/III/97/SEK-POL. 

Hilangnya Sertipikat Hak Milik No. 16 atas nama Samsu akibat kebakaran yang terjadi tersebut, Penggugat meminta tolong kepada Tergugat I untuk mengurus sertipikat pengganti. Penggugat mempercayakan hal tersebut kepada Tergugat I atas dasar hubungan baik yang terjalin terlebih Tergugat I adalah adik iparnya. Tidak ada kejelasan mengenai Sertipikat Pengganti atas tanah sawah objek sengketa tersebut sejak Penggugat meminta tolong kepada Tergugat I.

Pada tahun 2010 Tergugat I mendapat Sertipikat Hak Milik No. 481 Surat Ukur 65/Mirring/2010 atas nama Syamsuddin atas dasar jual beli. Penggugat pernah menegur Tergugat I karena bagi hasil yang berjalan seperti kesepakatan berhenti di tahun 2010. Tergugat I tidak lagi memberi hasil panen kepada Penggugat dengan alasan tanah sawah tersebut adalah miliknya.
Syamsuddin mendapat tanah tersebut atas dasar jual beli di tahun 1976, yang dilakukannya dari pemilik tanah INDO KAI dan TAHARI  yang di kuasakan kepada Paddara sebesar Rp. 100.000. Jual beli tersebut dibuktikan dengan adanya fotocopy surat kuasa dari INDO KAI dan TAHARI kepada Paddara, fotocopy surat penjualan yang ditandatangani oleh Paddara, dan kuitansi pembayaran Syamsuddin yang menjadi data dukung yang diajukan sebagai alat bukti. Atas dasar jual beli tersebut ditahun 2010 Syamsuddin melakukan pendaftaran tanah dan berhasil mendapatkan Sertipikat Hak Milik No. 481 Surat Ukur 65/Mirring/2010 tanggal 9 Juli 2010 dengan luas ± 3.398m2 atas nama Syamsuddin. Syamsuddin membantah adanya bagi hasil kepada Rusdia, ia menyatakan pernah memberi dalam keadaan tertentu sebagai bentuk terimakasih karena mendapat bantuan dari Rusdia.
Pertimbangan hakim pada putusan nomor : 5/Pdt.G/2019/PN.Pol dalam sengketa kepemilikan hak atas tanah berdasarkan kekuatan pembuktian para pihak yang bersengketa.

Analisis putusan hakim dilakukan karena dalam putusan bahan hukum yang digunakan didalamnya sangat kaya dengan melihat bagaimana hukum di interpretasi oleh hakim. Berdasarkan putusan nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Pol tersebut, selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap pertimbangan hakim sebagai berikut :

a. Pertimbangan hukum mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan para Tergugat 

Majelis hakim dalam pertimbangan tentang hukumnya menyatakan : “Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat yang pada pokoknya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II atas tanah objek sengketa milik Penggugat yang telah dikuasai tanpa alas hak yang sah.” 

Gugatan yang diajukan pada perkara ini dalam prespektif Penggugat bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya yang diperjanjikan bagi hasil dengan Tergugat I. Bagi hasil yang terjalin antara pemilik tanah dengan petani penggarap, posisinya Samsu yaitu petani pemilik tanah, dan Tergugat I yaitu petani penggarap. Tanah objek sengketa yang dikerjakan penggarap otomatis menjadi dibawah kekuasaan penggarap selama ia mengerjakan. Apabila penggarap tidak menyerahkan hasil tanah tersebut ke pemilik tanah, dapat dikatakan dia melakukan wanprestasi. 

Wanprestasi merupakan akibat dari tidak memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, memenuhi prestasi yang tidak baik/tidak sesuai, melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Meliala 2012). Wanprestasi merupakan ingkar janji yang dilakukan salah satu pihak atas suatu perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

Suatu perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus berdasarkan pada asas-asas perjanjian, hal ini penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan perjanjian karena asas perjanjian dijadikan sebagai pedoman, patokan, dan juga pegangan dalam melaksanakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak (Widjaja and Tanawijaya 2016). 
Meski demikian bukan berarti gugatan Penggugat merupakan gugatan wanprestasi. Wanprestasi merupakan salah satu wujud dari perikatan yang terjadi, selain dari perbuatan melawan hukum. Sedangkan, perbuatan melawan hukum merupakan akibat dari dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh hukum yang berlaku, yang melanggar kesusilaan, kepatutan, maupun aturan dan norma.

Dalam kasus ini, maka kualifikasi gugatan yang diajukan oleh penggugat merupakan gugatan perbuatan melawan hukum. Perbuatan para Tergugat bertentangan dengan undang-undang karena para tergugat yang tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dengan alasan tanah tersebut milik Tergugat I dengan adanya sertipikat hak milik atas nama Tergugat I. Tergugat I mengaku mendapatkan tanah tersebut akibat tindakan hukum jual beli yang dilakukannya pada tahun 1976 dari INDO KAI dan TAHARI yang dikuasakan kepada Paddara yang baru di daftarkan pada tahun 2010. Padahal pada tahun 1982 tanah objek sengketa telah didaftarkan dan keluar sertipikat hak milik atas nama Samsu, yang kemudian sertipikat hak atas tanah tersebut hangus terbakar di tahun 1997.
Hak seseorang atas tanah yang dimilikinya tidak akan hilang begitu saja meskipun sertipikat hak atas tanah yang dimilikinya hilang. Sertipikat hak atas tanah yang mengalami kerusakan bahkan hilang dapat diajukan sertipikat pengganti sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Pada perkara ini Penggugat meminta tolong kepada Tergugat I untuk dibantu pengurusan sertipikat penggantinya. Namun, tidak ada kejelasan dari pengurusan tersebut, yang kemudian di tahun 2010 Tergugat I memiliki sertipikat hak milik atas namanya atas tanah objek sengketa.

Perbuatan para Tergugat yang menguasai tanah objek sengketa tanpa alas hak yang sah dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum karena sebagaimana Pasal 584 KUHPerdata menyatakan bahwa : 
“Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan: karena daluwarsa, karena pewarisan, baik menurut undang-undang, maupun menurut surat wasiat, dank arena penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk memindahkan hak milik, dilakukan oleh seorang yang berhak berbuat bebas terhadap kebendaan itu.”
Suatu hak atas tanah akan beralih jika kepemilikannya berpindah kepada orang lain melalui suatu perbuatan hukum tertentu, namun juga dapat beralih akibat suatu peritiwa hukum tertentu, misalnya karena terjadi kematian atau meninggalnya seseorang maka harta peninggalannya beralih kepada ahli warisnya (Maulidi 2017). Berdasarkan hal tersebut maka perbuatan para Tergugat yang mendaftarkan tanah objek sengketa tanpa adanya pemindahan hak dari pihak yang berhak telah melanggar hukum dan menyebabkan Penggugat tidak mendapatkan hasil apapun dari tanah sawah objek sengketa tersebut.
Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”
Apabila dianalisis berdasarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum menurut Hoffman, sebagai berikut (Prayogo 2016) :

1) Unsur ada yang melakukan perbuatan (er moet een daad zjin verricht). Yang melakukan perbuatan dalam perkara ini yaitu para tergugat yaitu Syamsuddin (Tergugat I) dan H. Muh. Ali Taha (Tergugat II).

2) Unsur perbuatan yang melawan hukum (die daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht). Perbuatan yang dilakukan para tergugat yaitu tidak mau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat yang dikuasai tanpa alas hak yang sah. Perbuatan tersebut bertentangan dengan Pasal 584 KUHPerdata, dimana hal tersebut melanggar ketentuan undang-undang yang berlaku dan merupakan perbuatan melawan hukum.

3) Unsur perbuatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain (de daad moet aan een ander schade heb bentoege bracht). Perbuatan para tergugat yang menguasai tanah objek sengketa dengan tidak lagi membagi hasil dari tanah sawah selayaknya kesepakatan yang disepakati sebelumnya sangat merugikan penggugat sejak tahun 2010 sampai gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri polewali pada tahun 2019. Penggugat juga dirugikan dengan tidak diserahkannya tanah objek sengketa karena adanya sertipikat hak milik atas nama Tergugat I yang tiba-tiba terbit ditahun 2010, yang kemudian menyebabkan adanya 2 (dua) sertipikat hak milik diatas tanah yang sama.

4) Unsur perbuatan yang timbul karena kesalahan yang dapat dicelakakan kepadanya (de daad moet aan schuld zijin te witjen). Perbuatan tidak membagi hasil tanah sawah objek sengketa muncul karena perbuatan para tergugat yang menganggap tanah sawah tersebut miliknya sendiri yang tidak perlu dibagi kepada orang lain. 
Perbuatan para tergugat tersebut didasari karena Tergugat I memiliki sertipikat hak milik atas tanah sawah objek sengketa atas namanya, yang ia dapat 13 tahun setelah sertipikat hak milik atas nama Samsu (suami Penggugat). Seharusnya atas terbakarnya sertipikat hak milik atas nama Samsu tersebut Tergugat I menguruskan sertipikat pengganti seperti yang diminta oleh Penggugat.

b. Pertimbangan hukum mengenai eksepsi yang diajukan para tergugat

Majelis hakim dalam pertimbangan tentang hukumnya menyatakan :“Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya berorientasi tentang aspek-aspek sebagai berikut : Bahwa gugatan Penggugat dalam surat gugatan tidak jelas (obscuur libel); Bahwa gugatan penggugat adalah surat gugatan kadaluwarsa; Bahwa gugatan penggugat premature.”

Eksepsi menurut M. Yahya Harahap merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (Harahap 2005). Bantahan yang dilakukan pihak tergugat untuk melakukan pembelaan atas gugatan yang ditujukan padanya. Terdapat 2 (dua) jenis eksepsi yaitu eksepsi prosesual dan eksepsi materiil. 

Eksepsi prosesual berdasarkan hukum acara yaitu jenis eksepsi yang berkenaan dengan syarat formil gugatan, apabila gugatan yang diajukan mengandung cacat formil maka gugatan tersebut tidak sah dan tidak dapat diterima (Harahap 2005). Sedangkan, eksepsi materiil merupakan bantahan terhadap pokok perkara. Berdasarkan Pasal 136 HIR hakim tidak boleh mempertimbangkan secara terpisah-pisah. Pertimbangan hakim mengenai eksepsi yang ditujukan pada pokok perkara harus diperiksa, dipertimbangkan dan diputus dengan pokok perkara.

Pada perkara ini, eksepsi yang diajukan para Tergugat ditolak seluruhnya oleh majelis hakim. Dasar majelis hakim menolak eksepsi para Tergugat karena telah masuk dalam pokok perkara. Dalam eksepsi para Tergugat mendalilkan pada pokoknya berorientasi tentang aspek-aspek sebagai berikut :

1) Gugatan tidak jelas (obscuur libel) atau tidak jelas. Ketidakjelasan tersebut terletak pada hukum yang menjadi dasar gugatan, ketidakjelasan mengenai objek gugatan, misalnya dalam hal tanah tidak disebutkan luas, letak, batas tanah, petitum tidak jelas, maupun kontradiksi antara posita dan petitum (Amanda 2012). Bahwa pada aspek ini majelis hakim menolak menggunakan dasar hukum Pasal 118 (1), 120, 121 HIR dan Pasal 8 Rv.

2) Gugatan kadaluwarsa, sebab Sertipikat Hak Milik atas nama Syamsuddin tahun 2010 yang sudah 9 tahun lamanya. Bahwa pada aspek ini majelis hakim menolak menggunakan dasar hukum Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, Pasal 224 HIR, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 707 K/Sip/1972. Daluarsa menurut Pasal 32 PP Nomor 24 Tahun 1997, tidak mutlak selama bisa dibuktikan bahwa perolehan tanah tersebut dilakukan tidak dengan itikad baik. Selain dasar hukum tersebut majelis hakim dapat menggunakan pertimbangan bahwa Sertipikat Hak Milik merupakan akta otentik. Yang dimana akta otentik memiliki kekuatan pembuktian berdasarkan Asas Acta Publica Probant Sese Ipsa, tentang pembuktian suatu akta otentik, yang berarti suatu akta yang lahirnya tampak sebagai akta otentik serta memenuhi syarat yang telah ditentukan, akta itu berlaku atau dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Beban pembuktiannya terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik tidaknya akta tersebut (Mertokusumo 2006). Pada perkara ini meskipun sudah 9 tahun lamanya namun terdapat 2 (dua) sertipikat hak milik diatas tanah yang sama. Dengan demikian terdapat 2 (dua) akta otentik yang beban pembuktiannya dibebankan kepada masing-masing pihak.

3) Gugatan prematur, sebab Penggugat mendalilkan bahwa surat jual beli antara Syamsuddin dengan Paddara palsu tanpa adanya pemeriksaan atau pembuktian terlebih dahulu. Gugatan prematur merupakan gugatan yang diajukan masih terlampau dini. Menurut M. Yahya Harahap sifat atau keadaan prematur melekat pada :
“Batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur (Oktavira 2019).”
Bahwa pada aspek ini majelis hakim menolak menggunakan dasar hukum Pasal 138 ayat (1) dan 224 HIR, serta Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 707 K/Sip/1972.

c. Pertimbangan hukum mengenai Sita jaminan yang dimohonkan Penggugat

Majelis hakim dalam pertimbangan tentang hukumnya menyatakan :“Menimbang, bahwa tentang dalil gugatan penggugat yang memohon dilakukannya Sita Jaminan  (conservatoir beslaag) atas tanah objek sengketa. Oleh karena, jalannya persidangan Majelis Hakim tidak pernah memerintahkan kepada jurusita atau jurusita pengganti untuk meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa, maka layak, adil, dan berargumentasi hukum apabila petitum gugatan Penggugat mengenai permohonan Sita Jaminan tidak dapat dikabulkan.”

Dalam HIR sita jaminan terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu Pasal 226 HIR barang penggugat yang dikuasai tergugat (revindicatoir beslaag) dan Pasal 227 HIR sita jaminan yang dilakukan terhadap barang milik tergugat (conservatoir beslaag).

Pada perkara ini Penggugat dalam gugatannya meminta untuk dilakukan “Sita Jaminan (conservatoir beslaag)” atas objek sengketa. Concervator beslaag berarti menyimpan hak seseorang untuk menjaga supaya penggugat tidak dirugikan oleh tergugat (Sutantio and Oeripkartawinata 2009). Permohonan sita jaminan conservatoir beslaag yang diminta Penggugat ini berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR menerangkan bahwa perintah untuk melakukan sita jaminan dapat dilakukan hanya jika terdapat kecurigaan yang beralasan terhadap tergugat selama putusan belum dijatuhkan, tergugat berusaha untuk mengalihkan objek tanah tersebut. 
Pada kaitannya dengan perkara ini, kecurigaan Penggugat jelas tepat dan beralasan karena objek tanah sengketa dikuasai oleh para Tergugat. Dalam hukumnya, permohonan Sita Jaminan dapat dikabulkan apabila pemohon bersungguh-sungguh dengan mengajukan permohonannya dimuka persidangan. Dengan demikian bagi pihak tersita sebelumnya dipanggil kepersidangan untuk didengar keterangannya mengenai kekhawatiran dari pihak Penggugat atas dugaan pihak Tergugat akan mengasingkan barang-barang yang dijadikan sebagai objek sengketa, sebelum sita jaminan dikabulkan.
d. Pertimbangan hukum mengenai pemeriksaan setempat yang dilakukan majelis hakim

Majelis hakim dalam pertimbangan tentang hukumnya menyatakan : “Menimbang, meskipun para tergugat tidak mempermasalahkan mengenai letak, luas, dan batas-batas objek sengketa dalam perkara a quo, untuk memastikan mengenai keberadaan objek sengketa perlu dilakukannya pemeriksaan setempat. Bahwa berdasarkan hasil dari sidang pemeriksaan setempat atas objek sengketa, menurut majelis hakim pada pokoknya tidak dapat perbedaan mengenai letak, luas, dan juga batas-batas dari tanah objek sengketa.”

Pemeriksaan setempat merupakan salah satu elemen dalam hukum pembuktian, secara yuridis formal bukan sebagai alat bukti, namun sebagai penguat atau memperjelas fakta atau peristiwa perkara apabila majelis hakim merasa bahwa pembuktian yang dilakukan oleh para pihak masih dirasa kurang (Indrasari 2005).  Pada perkara ini pemeriksaan dilakukan berdasarkan inisiatif majelis hakim untuk memastikan tanah objek sengketa yang dimaksudkan Penggugat dan para Tergugat adalah sama.

Majelis hakim dapat melihat sendiri fisik tanah, luas, batas-batas tanah, bangunan diatasnya, penguasaan fisik, termasuk data sejarah penguasaan tanah yang tercantum dalam buku tanah di kantor lurah/kantor desa (Shierta 2017). Saat melaksanakan pemeriksaan setempat majelis hakim dapat didampingi oleh kepala desa maupun perwakilan dari pihak Badan Pertanahan wilayah objek sengketa berada. Peran kepala desa ataupun badan pertanahan untuk menunjukkan bagaimana sejarah atas tanah objek sengketa dengan melihat buku tanah yang tersimpan di kantor pertanahan atau catatan sejarah yang tercatat pada kantor desa wilayah objek sengketa. 

Pada pemeriksaan setempat perkara ini majelis hakim tidak melibatkan pihak-pihak tersebut, dan tidak mendapatkan hasil mengenai sejarah atas tanah objek sengketa. Hasil yang didapat majelis hakim pada perkara ini pada pokoknya hanya memastikan bahwa tidak ada perbedaan mengenai letak, luas, dan juga batas-batas dari tanah objek sengketa. Terhadap hasil pemeriksaan setempat berdasarkan Pasal 153 ayat (1) HIR menegaskan majelis hakim dapat menjadikan hasil pemeriksaan setempat sebagai keterangan bagi hakim.

e. Pertimbangan hukum mengenai alat bukti yang diajukan para pihak 

Majelis hakim dalam pertimbangan tentang hukumnya menyatakan : “Menimbang, bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-13 yang dihubungkan dengan keterangan saksi Paddara, saksi Lauseng, dan saksi Busman yang diajukan Penggugat. Dan bukti surat tertanda T.I.II-1 sampai dengan T.I.II-6 dan keterangan saksi Abd. Rasyid yang diajukan Para Tergugat.”
Prinsip umum dalam hukum pembuktian yaitu memberikan hak kepada pihak lawan untuk mengajukan bukti lawan yang diajukan oleh Tergugat atau para Tergugat untuk kepentingan pembelaannya. Berdasarkan Pasal 163 HIR menyatakan sebagai berikut : “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut.”
Dalam persidangan perdata terdapat beberapa macam alat bukti yang dapat digunakan, pada perkara ini terdapat alat bukti surat dan alat bukti saksi. 

Berdasarkan Pasal 169 HIR keterangan yang diberikan seorang saksi tanpa ada alat bukti lain tidak dapat dipercaya secara hukum. Selain itu pada penjelasan pasal tersebut disebutkan pula untuk menetapkan sesuatu sebagai kebenaran harus didasarkan setidaknya 2 (dua) orang saksi. Pada penjelasan Pasal 171 HIR menyatakan bahwa saksi harus memberikan keterangan dari apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri tanpa menambah-nambahi atau mengurang-ngurangi peristiwa.

Pada perkara ini syarat sebagai seorang saksi dari pihak Penggugat, dapat dilihat dari keterangan saksi Paddara sebagai saksi kunci, yang menerangkan bahwa ia terlibat langsung atas tanah objek sengketa sebagai pemilik awal tanah objek sengketa yang menjual kepada Samsu (suami Penggugat) pada tahun 1976. Begitupula menurut keterangan dari saksi Lauseng, dan saksi Busman yang menerangkan ia mengetahui sendiri bahwa Penggugat dan suaminya pernah membeli tanah sawah objek sengketa tersebut.

Terhadap seorang saksi yang diajukan oleh para Tergugat, meskipun mengajukan 1 (satu) orang saksi bukan berarti keterangan seorang saksi tersebut tidak dapat didengarkan. Majelis hakim dapat mempertimbangkan dengan menghubungkan keterangan saksi tunggal dengan alat bukti lainnya. Hal tersebut karena kekuatan pembuktian dengan saksi berdasarkan Pasal 1906 KUHPerdata yang mendudukkan kualitas dan kekuatan pembuktian saksi merupakan nilai kekuatan pembuktian bebas (Harahap 2005). Dikatakan pembuktian bebas karena hakim bebas percaya atau tidak dengan keterangan yang dipaparkan oleh saksi. Namun, pada perkara ini keterangan saksi Abd. Rasyid tidak mendukung sangkalan-sangkalan yang diajukan oleh para Tergugat.

Alat bukti lainnya yang terdapat dalam perkara ini yaitu alat bukti surat atau alat bukti tertulis. Alat bukti surat terdiri dari 2 (dua) macam, yaitu alat bukti surat berupa akta, dan alat bukti surat bukan akta. Surat yang berbentuk akta dibedakan menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Pada perkara ini, alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat seluruhnya termasuk dalam alat bukti surat berupa akta. 
Akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan yang menurut peristiwa yang menjadi dasar suatu hak maupun perikatan, yang dibuat sengaja untuk pembuktian (Wahid, Yunanto, and Marjo 2016). Menurut Nyoman A Martana suatu surat dapat dikatakan sebagai akta harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut (Martana 2016) :

1) Dibuat dengan sengaja untuk pembuktian. Seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak dibuat dengan tujuan sebagai alat bukti. 

2) Memuat peristiwa yang menjadi dasar terjadinya suatu perbuatan hukum. Seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak telah memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu perbuatan hukum.

3) Dibubuhi tandatangan. Seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh para pihak masing-masing terdapat tandatangan dari pihak-pihak yang terkait.

Pada perkara ini terdapat beberapa akta otentik yang diajukan sebagai bukti. Kekuatan pembutian akta otentik sebagai berikut (Pramono 2015) :
1) Kekuatan pembuktian lahiriah : alat bukti surat yang diajukan para pihak akan dilihat secara lahir apakah sudah sesuai dengan syarat untuk disebut sebagai akta. Pada perkara ini para pihak telah memenuhi syarat sebagai akta. Dengan demikian, bukti surat yang diajukan Penggugat dianggap mempunyai kekuatan seperti akta sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

2) Kekuatan pembuktian formil : alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada benar tidaknya pernyataan oleh yang bertandatangan dibawah akta tersebut. Pada perkara ini keterangan dalam akta yang diajukan para pihak terhadap Surat Keterangan Kehilangan pertanda P-2, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) pertanda P-4 sampai dengan P-11 dan T.I.II-5 dan T.I.II-6, Surat Nikah pertanda P-12, Surat Kematian pertanda P-13 dinyatakan sah dan sesuai dengan aslinya dalam pertimbangan hakim. Namun terhadap Sertipikat Hak Milik pertanda P-1 dan Sertipikat Hak Milik pertanda T.I.II-1 karena Indonesia menganut 2 sistem pendaftaran tanah tersebut yaitu sistem pendaftaran tanah dengan rekaman akta dan rekaman hak. Maka setiap sertipikat hak milik atas tanah perlu dibuktikan bagaimana rekaman akta dan rekaman haknya.

3) Kekuatan pembuktian materiil : alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat didasarkan pada kepastian materi suatu akta dan peristiwa yang dimuat didalam akta. Pada perkara ini akta yang diajukan para pihak tersebut mengenai isi dan materi yang terkandung didalamnya harus dianggap benar sampai terbukti sebaliknya.

Akta otentik dapat menjadi bukti yang cukup bagi para pihak yang bersangkutan selama tidak dibuktikan lain. Akta otentik mempunyai syarat: “Dibuat dengan campur tangan pejabat yang berwenang, dan dibuat dengan bentuk sesuai yang telah ditentukan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku (Martana 2016).”
Apabila dikaitkan dengan perkara ini, alat bukti surat berupa akta otentik yang diajukan para pihak, sebagai berikut :
a) Sertipikat Hak Milik pertanda P-1 dan T.I.II-1: dibuat dengan campur tangan petugas Kantor Pertanahan dengan bentuk sesuai yang telah ditentukan Peraturan menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Bentuk dan Isi Sertipikat Hak Atas Tanah. Nilai kekuatan pembuktian pada sertipikat memiliki nilai kekuatan pembuktian lahir sebuah akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yaitu kepala kantor pertanahan yang berwenang (Usman, Ismail, and Azhari 2016).
b) Surat Keterangan Kehilangan pertanda P-2 : dibuat dengan campur tangan pihak kepolisian dengan bentuk sesuai yang telah ditentukan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Daerah.

c) SPPT PBB pertanda P-4 sampai dengan P-11, dan pertanda T.I.II-5 dan T.I.II-6 : dibuat dengan campur tangan petugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dengan bentuk sesuai yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

d) Surat Nikah pertanda P-12 : dibuat dengan campur tangan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dengan bentuk sesuai yang telah ditentukan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. 

e) Surat Kematian pertanda P-13 : dibuat dengan campur tangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dengan bentuk sesuai yang telah ditentukan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Selain itu terdapat bukti surat akta bawah tangan. Akta bawah tangan (onderhands acte) adalah akta yang tidak memenuhi syarat untuk dapat dinyatakan sebagai akta otentik (Martana 2016). akta dibawah tangan ditandatangani secara bawah tangan oleh para pihak dan dibuat tanpa perantara pejabat umum yang berwenang.
 Kekuatan pembuktian akta dibawah tangan yaitu :
“Akta bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir. Hal tersebut karena, tanda tangan pada akta bawah tangan mempunyai kemungkinan untuk dipungkiri. Kekuatan pembuktian formil tergantung pada pengakuan atas kebenaran akta tersebut oleh para pihak yang bersangkutan. Akta bawah tangan hanya memberi kekuatan pembuktian sempurna demi keuntungan para pihak yang bersangkutan (Laila, Rasyid, and Herinawati 2015).”
Maka, kekuatan pembuktiannya dapat digunakan sebagai bukti apabila diakui oleh pihak yang bersangkutan atau orang yang namanya tertera pada akta tersebut. 

Pada perkara ini terdapat beberapa akta dibawah tangan yang diajukan oleh para pihak sebagai bukti, antara lain:

1) Alat bukti surat berupa akta bawah tangan yang diajukan oleh Penggugat :

a)
Surat kuasa pertanda P-3 : surat kuasa tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, melainkan dibuat oleh pihak yang memberikan kuasa yaitu Samsu dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan yaitu Samsu dan Hamid sebagai penerima kuasa. Isi dari surat kuasa juga tidak ditentukan oleh undang-undang.

2) Alat bukti surat berupa akta bawah tangan yang diajukan oleh para Tergugat :

a) Surat kuasa pertanda T.I.II-2 : surat kuasa tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang, melainkan dibuat oleh pihak yang memberikan kuasa yaitu INDO KAI dan TAHARI dan ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan yaitu INDO KAI dan TAHARI, dan Paddara sebagai penerima kuasa. Namun, pada surat kuasa ini hanya di tandatangani Paddara.
b) Surat penjualan pertanda T.I.II-3 : surat penjualan/jual beli tanah pada dasarnya jika ditinjau dari peraturan perundang-undangan, dianggap sah apabila jual beli tanah dilakukan di hadapan pejabat pembuat akta tanah atau jual beli dengan akta otentik yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Namun, pada bukti surat penjualan ini para pihak melakukan jual beli dibawah tangan dengan menggunakan aturan hukum adat yang berlaku. Aturan tersebut merupakan perbuatan hukum yang dilakukan berupa pemindahan hak dengan pembayaran tunai maupun sebagian yang dilakukan atas kesepakatan pihak masing-masing (penjual yaitu Paddara dan pembeli yaitu Syamsuddin) yang dihadiri oleh Kepala Adat/Kepala Desa yaitu ketua RK. IV Silopo, M. Ali sebagai saksi. 
c) Kuitansi pembayaran pertanda T.I.II-4 : kuitansi pembayaran tidak dibuat oleh pejabat berwenang, melainkan dibuat dan ditandatangani para pihak yang bersangkutan yaitu Syamsuddin dan Paddara. Isi dari kuitansi pembayaran juga tidak ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. 

Mengingat bahwa kekuatan pembuktian akta bawah tangan hanya dapat digunakan sebagai bukti apabila diakui oleh pihak yang bersangkutan atau orang yang namanya tertera pada akta tersebut. Menambahkan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 775 K/Sip/1971, tanggal 6 Oktober 1971 yang kaidah hukumnya menyatakan :
“Surat jual beli tanah “di bawah tangan” yang diajukan dalam persidangan, kemudian disangkal oleh pihak lawan, dan tidak dikuatkan dengan alat bukti lainnya, maka surat jual beli tanah tersebut dinilai sebagai alat bukti yang lemah dan belum sempurna”
Maka, berdasarkan keterangan saksi Paddara dibawah sumpah menyangkal kebenaran akan tandatangan yang tertera pada bukti-bukti tersebut. Dengan disangkalnya bukti-bukti tersebut tidak memiliki kekuatan hukum sebagai alat bukti.

f. Pertimbangan hukum mengenai pihak pemerintah di bidang pertanahan

Menambahkan bagaimana peran pemerintah khususnya Badan Pertanahan Nasional yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan. Keputusan pencatatan peralihan hak atas tanah yang dilakukan di kantor pertanahan adalah keputusan bersifat deklaratif (declaratoir) (Simanjuntak 2017). Badan Pertanahan Nasional akan mengeluarkan surat keputusan hak atas tanah untuk menerbitkan sertipikat hak atas tanah. 
Sebelum Badan Pertanahan Nasional mengeluarkan surat keputusan untuk menerbitkan sertipikat pemohon perlu melakukan pendaftaran tanah terlebih dahulu. Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali (Initial Regristation) dan pemeliharaan data pendaftaran tanah (Maintenance) (Haryati 2007). Kegiatan pendaftaran tanah diatur dalam Pasal 12 PP Nomor 24 Tahun 1997, berbunyi : 

(1) “Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

a. pengumpulan dan pengolahan data fisik; 

b. pembuktian hak dan pembukuannya; 

c. penerbitan sertipikat; 

d. penyajian data fisik dan data yuridis; 

e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

(2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:

a. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

b. pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak;”
Terhadap data-data tersebut dapat disebut sebagai warkah. Berdasarkan Pasal 1 Angka 12 PERMEN ATR/BPN Nomor 3 Tahun 1997, yaitu  “Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut.” Badan Pertanahan Nasional menerbitkan sertipikat hak atas tanah berdasarkan warkah yang diajukan untuk pendaftaran tanah. 

Sertipikat merupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan (Sutedi 2014). 
Secara tidak langsung dengan adanya sertipikat ganda telah membuka peluang untuk terjadinya pelanggaran hukum seperti sertipikat palsu, penyalahgunaan sertipikat (Anatami 2017). Pada perkara ini Badan Pertanahan Nasional Polewali dapat dikatakan lalai karena menerbitkan sertipikat diatas lahan yang telah bersertipikat tanpa melihat riwayat atas tanah yang bersangkutan. 
Riwayat atas tanah objek sengketa semestinya tercatat bahwa tahun 1982 terbit Sertipikat Hak Milik atas nama Samsu. Namun, pada tahun 2010 Badan Pertanahan Nasional Polewali menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Syamsuddin, mestinya permohonan yang diajukan oleh Tergugat I dengan data dukung yang seharusnya tidak dapat digunakan. Data yang digunakan Tergugat I saat mendaftarkan tanah objek sengketa tersebut berupa dokumen jual beli dari Paddara tidak dapat dibuktikan keasliannya. Selain itu berdasarkan dokumen tersebut pemindahan hak bukan dari Samsu melainkan Paddara. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997, hal tersebut termasuk dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Pada perkara ini Badan Pertanahan Nasional Polewali tidak ditarik atau tidak ikut serta dalam penyelesaian sengketa ini. Seharusnya Badan Pertanahan Nasional Polewali ditarik untuk ikut serta karena urgensinya untuk membuktikan hak kepemilikan maupun asal usul tanah berdasarkan buku tanah atau warkah yang disimpan oleh Badan Pertanahan Nasional. 

g. Pertimbangan hukum mengenai pihak yang tidak berhak terhadap objek sengketa

Majelis hakim dalam pertimbangan tentang hukumnya juga menyatakan :“Menimbang, bahwa Majelis Hakim menetapkan mengenai penguasaan yang dilakukan oleh para pihak selain Penggugat adalah pihak yang tidak memiliki hak atas tanah objek sengketa sebagaimana ketentuan Pasal 532 Ayat (1) KUHPerdata mengenai beziter.”

Pada perkara ini majelis hakim menyatakan bahwa para pihak selain Rusdia merupakan burgerlijk bezitter dimana Bezit yaitu kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan baik dengan diri sendiri maupun dengan perantaraan orang lain dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu (Natadimaja 2009). Terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi bezitter yaitu :

i. “Corpus, yaitu hubungan antara orang yang bersangkutan dengan bendanya.

ii.   Animus, yaitu hubungan antara orang dengan bendanya harus dikehendaki oleh yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan kehendak adalah kehendak yang sempurna (Soedewi 2000).”

Apabila seseorang memenuhi syarat tersebut dengan demikian memperoleh perlindungan hukum sebagai beziter. 

Pada perkara ini para Tergugat tidak dapat dikatakan seorang beziter karena para Tergugat tidak memenuhi syarat-syarat sebagai beziter. Para Tergugat memang memenuhi corpus, namun tidak memenuhi animus, dilihat dari tidak dikehendakinya oleh yang bersangkutan. Terlebih lagi terdapat sertipikat hak milik yang diajukan sebagai bukti untuk mematahkan gugatan penggugat. Sertipikat hak milik tersebut menjadikan Tergugat I mengaku menjadi pemilik atas tanah objek sengketa. Menurut ketentuan Pasal 533 KUHPer, bezit dianggap selalu jujur dan barang siapa yang mengemukakan bahwa sesuatu bezit itu adalah tidak jujur, maka wajib membuktikannya.
h. Pertimbangan hukum hakim pada Putusan Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Pol 

Mengenai kekuatan pembuktian para pihak, apabila dilihat dari sistem pendaftaran tanah dengan melihat sistem publikasinya. Pendaftaran tanah merupakan teknis untu suatu record (rekaman) yang menunjukkan luas, nilai, kepemilikan terhadap suatu bidang tanah secara berkesinambungan (Parlindungan 1994). Menurut Dr. Boedi Djatmiko HA, SH, Mhum, bahwa dikenal dua jenis pendataran tanah yaitu, pendaftaran akta atau “registration of deeds” atau biasa disebut pendaftaran tanah dengan stelsel negatif dan pendaftaran hak atau “registration of title” atau biasa disebut pendaftaran tanah dengan stelsel positif atau sistem torrens (Indiraharti 2009). 

Pada sistem pendaftaran tanah dengan rekaman akta, setiap terjadi perubahan wajib dibuatkan akta sebagai buktinya, maka dalam sistem ini data yuridis yang diperlukan harus dicari dalam akta-akta yang bersangkutan (Indiraharti 2009). Apabila terjadi cacat hukum pada suatu akta bisa mengakibatkan tidak sahnya perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta yang dibuat kemudian. Maka, dari itu untuk kebenaran informasinya tergantung dari mana akta tersebut diperoleh dan menjadi tanggung jawab pihak yang mendaftarkan tanahnya.

Sistem pendaftaran tanah dengan rekaman hak diciptakan oleh Robert Richard Torrens agar sistem pendaftaran tanah lebih sederhana sehingga memudahkan orang memperoleh keterangan dengan cara yang mudah, tanpa harus melakukan title search pada akta-akta yang ada (Indiraharti 2009). Pada sistem ini setiap penciptaan hak baru dan perbuatan-perbuatan hukum yang menimbulkan perubahan kemudian harus dibuktikan dalam suatu akta. Namun dalam penyelenggaraan pendaftarannya bukan aktanya yang didaftar, melainkan haknya yang diciptakan dan perubahan-perubahannya kemudian, sedangkan akta hanya merupakan sumber datanya (Harsono 2007). Kebenaran informasi pada sistem ini dijamin oleh pemerintah karena setiap pendaftaran hak ataupun perubahan-perubahan yang terjadi dicatat dalam daftar atau register atau disebut dengan buku tanah sebagai tanda bukti hak diterbitkan sertipikat.

Sistem Pendaftaran tanah yang dianut Indonesia adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif. Hal tersebut dapat diketahui dari ketentuan Pasal 19 Ayat (2) Huruf c, yang menyatakan bahwa pendaftaran tanah meliputi “pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat” (Harsono 2002). Alat pembuktian yang kuat bukan berarti mutlak yang berarti pemilik terdaftar dapat digugat, karena hukum tidak melindungi secara mutlak. Maka Indonesia menganut 2 sistem pendaftaran tanah tersebut yaitu sistem pendaftaran tanah dengan rekaman akta dan rekaman hak. 

Pada sistem yang dianut Indonesia ini kekurangannya terdapat pada pendaftaran yang dilakukan tidak lancar dan dapat saja terjadi bahwa pendaftaran atas nama orang yang tidak berhak dapat menghapuskan hak orang lain yang berhak (Hadisiswati 2014). Pada perkara ini terdapat 2 (dua) Sertipikat Hak Milik atas tanah yang dikeluarkan secara resmi oleh Badan Pertanahan Nasional Polewali. 
Sertipikat Hak Atas Tanah merupakan akta otentik menurut UUPA, yang dapat dikatakan sebagai alat bukti yang sempurna selama tidak dapat dibuktikan lain (Dilapanga 2017). Terhadap sertipikat pertama yaitu Sertipikat Hak Milik atas nama Samsu yang dilakukan pendaftaran tanah secara sistematik/kolektif melalui program pemerintah pada tahun 1982 yaitu proyek operasi nasional agraria atau biasa disebut prona . Prona merupakan kegiatan legalisasi aset tanah atau proses administrasi pertanahan mulai dari adjudikasi, pandaftaran tanah, hingga penerbitan sertipikat tanah.  Sertipikat kedua yaitu Sertipikat Hak Milik atas nama Syamsuddin yang didaftarkan secara sporadik dengan berdasarkan surat jual beli tertanda tahun 1982 yang kemudian melahirkan sertipikat tersebut pada tahun 2010. 

Pada perkara ini melihat bagaimana Sertipikat Hak Milik atas nama Syamsuddin keluar dengan melihat tata cara keluarnya sertipikat tersebut. Dengan menambahkan pertimbangan hakim terhadap rekaman akta yang menjadi beban atau kewajiban pihak yang menggunakan atau memperoleh hak atas tanahnya. Sertipikat hak milik atas nama Syamsuddin berbicara tentang sertipikat yang tidak dapat dibuktikan rekaman aktanya. Kuitansi yang dibuat oleh para pihak yang dijadikan bukti oleh para Tergugat tidak dapat dibuktikan keasliannya dan tidak ada saksi yang mendukung.

Rekaman akta yang tidak dapat dibuktikan keasliannya menyebabkan sertipikat hak atas tanah yang lahir dipertanyakan kekuatan hukumnya. Rekaman akta atas Sertipikat Hak Milik atas nama Syamsuddin merupakan akta dibawah tangan. Akta bawah tangan tidak mempunyai kekuatan pembuktian lahir. Hal tersebut karena, tanda tangan pada akta bawah tangan mempunyai kemungkinan untuk dipungkiri. Untuk kekuatan pembuktian formil tergantung pada pengakuan atas kebenaran akta tersebut oleh para pihak yang bersangkutan. 

Pada perkara ini pihak yang bersangkutan, yang namanya terdapat pada akta tersebut tidak mengakui pernah tandatangan pada akta tersebut. Terlebih majelis hakim juga telah memeriksa bahwa terdapat perbedaan tandatangan pihak yang bersangkutan antara tandatangan di KTP dengan di akta bawah tangan yang diajukan sebagai rekaman akta untuk lahirnya Sertipikat Hak Milik atas nama Syamsuddin tersebut.

Selain itu terhadap Sertipikat Hak Milik atas nama Samsu keluar dengan melihat tata cara keluarnya sertipikat tersebut. Karena Sertipikat Hak Milik atas nama Samsu lahir dari pendaftaran pertama kali dengan prona, menurut AP. Parlindungan bahwa prona adalah suatu kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah di bidang pertanahan dalam hal pendaftaran tanah berupa oenseridikatan tanah secara massal (Flora 2007). Hal tersebut dilakukan untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi penguasaan dan pemilikan tanah sebagai tanda bukti hak yang kuat.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 4540 K/Pdt/1998 yang menyatakan  : “Bahwa penerbitan sertipikat hak atas tanah melalui prona (proyek nasional) bukan ditentukan oleh status tanah asal tetapi merupakan cara pensertipikatan tanah dengan proses cepat dan biaya ringan karena mendapatkan subsidi dari pemerintah.”
Lahirnya sertipikat tanah melalui prona berarti pemohon telah memenuhi ketentuan karena program pemerintah ini memiliki ketentuan terutama mengenai kondisi tanah sebagai berikut : 

1) Ada pemilik tanah;

2) Tanah yang diajukan memang benar ada dan lokasinya jelas;

3) Tanah tersebut belum pernah tersertifikasi;

4) Tanah tidak dalam proses sengketa dengan pihak keluarga, negara, perusahaan, atau pihak manapun;

5) Tanah tidak termasuk dalam kawasan yang dilarang, contohnya jalur hijau, hutan lindung, taman pemerintah;

6) Ada surat bukti riwayat kepemilikan tanah, seperti surat jual beli, hibah, atau surat warisan;

7) Lokasi tanah berada dalam wilayah program yang dibuktikan dengan KTP;

8) Maksimal dua bidang tanah yang bisa diajukan atas nama satu orang atau satu peserta Prona.

Meskipun Penggugat tidak dapat menujukkan rekaman akta dimuka persidangan karena mengalami bencana kebakaran rumah, yang menyebabkan hilangnya barang dan surat-surat berharga. Namun, terdapat alat bukti lain yaitu surat keterangan kehilangan yang dibuat oleh pihak kepolisian dan keterangan saksi-saksi yang mendukung.

Akibat Hukum dari Kekuatan Pembuktian Para Pihak yang Bersengketa pada Putusan Nomor : 5/Pdt.G/2019/PN.Pol.

Gugatan merupakan bentuk tuntutan hak yang dibuat untuk memperoleh perlindungan hak dari pengadilan. Pada perkara Putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Pol, merupakan perkara hak kebendaan atas hak milik suatu benda yaitu tanah yang diselesaikan di pengadilan negeri. Hak milik atas tanah dibuktikan dengan sertipikat hak atas tanah. Sertipikat hak atas tanah merupakan produk yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian berdasarkan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa sertipikat hak atas tanah merupakan objek Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sehingga apabila terjadi sengketa atas sertipikat hak atas tanah maka yang berhak memeriksa dan mengadili adalah PTUN.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Pol, majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya berdasarkan Pasal 136 HIR bahwa terhadap eksepsi ketidakwenangan mengadili baik ketidakwenangan mengadili secara absolut maupun secara relatif harus diputus sebelum memeriksa gugatan pokok sehingga harus di putus dengan putusan sela. Pengadilan negeri memeriksa dan mengadili perkara ini, karena pada dasarnya suatu objek dapat diteliti oleh semua hukum.

Bahwa terdapat yurisprudensi tetap hooggerechtshof (HR) atau putusan mahkamah agung belanda pada saat sebelum Perang Dunia II, yang diikuti oleh hakim Pengadilan Negeri untuk memeriksa perkata Tata Usaha Negara terutama Keputusan-keputusan pemerintah atau penguasa yang sering merugikan hak-hak atau kepentingan masyarakat (HukumOnline 2005). Objek perkara dalam sengketa atas sertipikat hak atas tanah yang di periksa dan disidangkan di Pengadilan Negeri yaitu, bukan tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara atau sertipikat hak atas tanah tersebut melainkan hak-hak atau kepentingan-kepentingan masyarakat yang dilanggar sebagai akibat keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara atau keluarnya sertipikat tersebut.

Penyelesaian sengketa tanah yang diselesaikan melalui jalur pengadilan, dapat diselesaikan dengan gugatan kepada badan petanahan nasional, gugatan perdata di pengadilan umum, gugatan pada PTUN, dan kasasi hingga peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Pada perkara ini, putusan nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Pol merupakan perkara yang diselesaikan dengan gugatan perdata di pengadilan umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, penyelesaian kasus menggunakan jalur litigasi atau pengadilan yaitu pembatalan hak atas tanah. Pada perkara ini hak atas tanah atau sertipikat yang dibatalkan yaitu Sertipikat Hak Milik atas nama Syamsuddin.

Mekanisme penyelesaian sengketa tanah melalui gugatan perdata di pengadilan negeri, dengan melaksanakan tugas dan kewenangan. Peradilan perdata memiliki tugas dan kewenangan menerima, memeriksa, mengadili, serta menyelesaikan sengketa diantar pihak berperkara (Bagali 2015). Majelis hakim pada perkara ini telah melaksanakan tugas dan kewenangannya menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara. Esensi dari peradilan perdata adalah menilai siapa yang berhak dan siapa yang tidak berhak atas sebidang tanah yang berperkara, bukan menilai keabsahan administratif penerbitan sertipikat. 

Mengingat ketentuan dalam PP Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menggariskan bahwa kewenangan menyatakan suatu sertipikat tidak berkekuatan hukum adalah Badan Pertanahan Nasional dengan dasar putusan akhir atau penetapan dari pengadilan. Maka, terhadap Sertipikat Hak Milik atas nama Syamsuddin dibatalkan berdasarkan putusan akhir. Pembatalan tersebut dapat dilakukan atas dasar putusan akhir tersebut, dengan mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional agar sertipikat nomor sekian dinyatakan tidak berkekuatan hukum.

Pada perkara ini, majelis hakim di Pengadilan Negeri Polewali menjatuhkan putusan akhir berupa putusan deklaratoir (declaratoir vonnis). Putusan deklarator adalah putusan yang sifatnya hanya menerangkan dan menegaskan suatu keadaan hukum, misalnya putusan mengenai hak milik atas benda (Sutantio and Oeripkartawinata 2009). Hal tersebut dapat dilihat pada bunyi amar putusan nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Pol adalah “menyatakan”, bahwa hakim menegaskan dan menetapkan status hukum atas hak milik tanah. Hakim menyatakan bahwa Penggugat sah sebagai pemilik hak atas tanah.

Namun putusan akhir pada perkara ini juga berupa putusan kondemnator atau (condemnatoir vonnis). Putusan kondemnatoir adalah putusan yang isinya penghukuman, misalnya putusan mengenai hukuman untuk membayar sejumlah uang (Sutantio and Oeripkartawinata 2009). Hal tersebut dapat dilihat dari amar putusan yang berbunyi “menghukum”, bahwa para Tergugat diperintahkan untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat. 

Pada perkara ini, putusan nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Pol telah mempunyai kekuatan mengikat karena tidak ada lagi upaya hukum yang dilakukan. Kekuatan mengikat (bindende kracht) adalah putusan pengadilan mengikat para pihak yang berkaitan dengan perkara tersebut. Putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) tidak dapat lagi diganggu gugat, dan putusan dianggap benar serta para pihak wajib untuk memenuhi isi putusan (Harahap 2006). Para Tergugat tidak mengajukan banding karena menyadari bahwa ia diposisi yang salah. Sebab kekuatan pembuktian putusan sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna pada perkara ini telah diterapkan secara maksimal. Hal tersebut karena kekuatan pembuktian putusan putusan pada perkara ini berkaitan dengan kekuatan bukti.

Berdasarkan putusan nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Pol hakim menerima sebagian gugatan Penggugat. Dalam putusan tersebut, hakim memerintahkan para Tergugat untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat selaku pemilik tanah yang terbukti dalam penyelesaian perkara pada persidangan perdata. Menurut pendapat penulis putusan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi para pihak, antara lain :

a. Akibat Hukum Bagi Penggugat. Atas gugatannya Penggugat mendapatkan apa yang dimohonkan, bahwa berdasarkan putusan nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Pol terdapat amar yang berbunyi “menyatakan”. Bahwa hakim menegaskan dan menetapkan status hukum atas hak milik tanah objek sengketa, menyatakan bahwa Penggugat sah sebagai pemilik hak atas tanah. Terhadap Sertipikat Hak Milik atas nama Samsu, Penggugat sebagai ahli warisnya dapat mengajukan permohonan sertipikat pengganti dan balik nama sesuai dengan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku Penggugat bisa mendapatkan haknya atas tanah objek sengketa.

b. Akibat Hukum Bagi Para Tergugat. Atas tindakan melawan hukumnya, berdasarkan putusan nomor 5/Pdt.G/2019/PN Pol maka para Tergugat harus menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat. Terhadap Sertipikat Hak Milik atas nama Syamsuddin maka harus dilakukan pembatalan hak atas tanah karena atas penerbitannya terjadi cacat hukum administratif. Akibat hukum lainnya terdapat pada amar putusan yang berbunyi “menghukum”, maka bagi para Tergugat yaitu wajib untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) setiap harinya sejak putusan nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Pol berkekuatan hukum tetap sampai para Tergugat menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat. Selain itu berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR bahwa pembebanan biaya perkara akan dibebankan kepada pihak yang kalah dan menerima amar putusan, maka para Tergugat wajib membayar biaya perkara pada putusan pengadilan nomor 5/Pdt.G/2019/PN.Pol  sebesar Rp. 2.956.000 (dua juta Sembilan ratus lima puluh enam rupiah).

PENUTUP
Simpulan

Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan dan setelah dilakukan analisis pada permasalahan diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Pertimbangan hakim mengenai kekuatan pembuktian para pihak. Apabila dilihat dari sistem pendaftaran tanah dengan melihat sistem publikasinya. Sistem Pendaftaran tanah yang dianut Indonesia adalah sistem publikasi negatif yang mengandung unsur positif, dan menganut 2 sistem pendaftaran tanah tersebut yaitu sistem pendaftaran tanah dengan rekaman akta dan rekaman hak. Pada perkara ini melihat bagaimana masing-masing Sertipikat Hak Milik keluar dengan melihat tata cara keluarnya sertipikat tersebut. Terhadap Sertipikat hak milik atas nama Syamsuddin berbicara tentang sertipikat yang tidak dapat dibuktikan rekaman aktanya. Terhadap rekaman akta yang menjadi beban atau kewajiban pihak yang menggunakan atau memperoleh hak atas tanahnya.
2. Akibat hukum dari perkara ini menyebabkan Penggugat dan Para Tergugat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perkara yang diselesaikan dengan gugatan perdata di pengadilan umum ini, menggariskan bahwa kewenangan menyatakan suatu sertipikat tidak berkekuatan hukum adalah Badan Pertanahan Nasional dengan dasar putusan akhir atau penetapan dari pengadilan. Maka, terhadap Sertipikat Hak Milik yang tidak berhak dapat dibatalkan berdasarkan putusan akhir. Pembatalan tersebut dapat dilakukan oleh Penggugat atas dasar putusan akhir tersebut, dengan mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional agar sertipikat nomor sekian dinyatakan tidak berkekuatan hukum. Sedangkan, para Tergugat berkewajiban untuk menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat, dan membayar uang paksa maupun biaya perkara sesuai dengan putusan akhir.

Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan sebagai berikut :
1. Bagi masyarakat, agar masyarakat lebih mengerti bahwa pada dasarnya hak seseorang atas tanah yang dimilikinya tidak akan hilang begitu saja meskipun sertipikat hak atas tanah yang dimilikinya hilang. Sertipikat hak atas tanah yang mengalami kerusakan bahkan hilang dapat diajukan sertipikat pengganti sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengajuan sertipikat pengganti juga tidak bisa diserahkan begitu saja kepada pihak lain yang tidak berhak tanpa adanya surat kuasa. Selain itu hak milik atas tanah juga tidak dapat berpindah begitu saja tanpa adanya suatu peristiwa perdata.
2. Bagi pemerintah khususnya di bidang pertanahan, agar lebih meningkatkan upaya pencegahan penerbitan sertipikat ganda dengan melakukan pendaftaran tanah yang lebih cermat, teliti, dan seksama terutama dengan melihat warkah dan riwayat dari tanah yang akan diterbitkan sertipikatnya sehingga sertipikat yang terbit benar-benar merupakan pemegang hak yang sebenarnya.
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